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TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEilANDATAT{GA}I SURAT PERINTAH IIETBAYAR (PP.SPM), SURAT PERINTAH
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL), DAN SURAT PERIIiITAH PENGESAHAN PENGEMBATIAII

PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SPIHL}
BATAI PENELITIAiI TANATAN PEMA}IIS DAN SERAI

TA}IUN AI{GGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BATAI PENELITIAN TATIAMAN PETIIANIS DAN SERAT

MenimbarE a. balnfa berdasarkan Keputusan Merteri Pertanian Nomor 05/Kpb/KU.0'10/112018 tarEgd
2 Januari 2018 tentang Penehpan Peiabat Pengehla Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan
PengembarBan Pertanian Kementedan Pertanian Tahun Anggaran 2022 diputuskan batMa
Kuasa Pengguna Anggaran dalam rnelaksanakan tugGnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi
karwnangan untuk menerbit(an dan menandatangani Surat perintah Membaytr (SPM), Surat
Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan
Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) serta menyampaikan ke KPPN setempat
untuk dapat diterbit€n SP2D.

b. bahwa yang nama, pangkat dan iabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup
cakap dan rnemenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perinhh
Membayar (PP-SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat
Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HI) pda Bdai
Penelitian Tanaman Pemanb dan Seat Malar[ Tahun Anggaran 2023.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undar€ Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pefiendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggungjailab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata CaG Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belania Negac;

5. Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Juncto Peraturan Presiden NofiDr 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Perbnian Nomor 63/Pennentan/OT.1 40lfinm1 bntang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

8. Keputusan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor 783KPTS/KP.2301N1212020
tentang PembertEntian, Pemindahan dan Pengangkatan Peiabat Adminisirator dan
Peiabat Pengafas di LingkurEan Badan Penelitian dan PerEembangan Pertanian tanggd
14 Desember 2020;

9. Kepulusan Menteri KeuarEan Republik lndonesia yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksana Anggara (DIPA) Nunor SP DIPA-018.09.2.2375722023 tanggal 30 Nopember
N22;

1 0. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47/PB/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pefunggungjawaban Bendahara
Kementerian Negarafl-embaga/Kantor/Sduan Keria;

11. Peraturan Direktorat Jerderal Perbendaharaan Nomor PER-1'l/PB/2o'l1 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

KEPt TUSAi{ KEPALT{ BALAI PEilELlTlAll TANAIilAN PEMANIS DAil SERAT /
KUASA PEN@UI{A A}IGGARAil
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MEI$UTUSKAN

: Menunjuk Peiabat Penandatangan Suld Perintah Membayar (PP-SPM), Surat Pedntah Pengesahan
Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL) pada BaliX Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

: Hadi, Sunarko, S.E

:'l 966i 225't 993031 002

: Penata Tk. I (llud)

: Pengadminbtrasi Keuangan

: Peiabat Penada Tangan Surat Pedntah Membaya (PP-SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP4HL) mempunyaitryas dafl kewenangan :

1. tvlefiEriksa dan menguii secaa rinci keabsahan dokumen pendukung Surat permintaan

Pembayaran (SPP) s€suai derEan peraturan perundarE-undangan..

2. Merneriksa keteEediaal peu anggaan ddam DIPA untuk memperoleh keyakina ballwa tagihan

tidak rnelampari bat6 pagu anggaran.

3. Mernedksa kebenaran at6 t4ihan yang menyangkut antara lain:

a. Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirE pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor
rekening dan nana bdk);

b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuajan dan kelayakannya dengan prest6i keda yau
telah dicapai sesu.i spesifikGi teknis yang brcantum dalam kont"k); ddr

c, Jadwd w*tu pembayara (kesesudan denga jdwd penaikan dana daryatau ketepatan

waktu pertanggurEjavabannya.

4. Meld<ukan pembebanan tagihal kepada negara.

5. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuaa Pengguna Anggaran / Pe,abat

Pembuat Komitnen apabila:

a. Pengeluaan dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau fiElebihi pagu dalam DIPA

b. Bukti perEeluaran tidak nEmenuhi pecyarAan administrasi dan tidak didukurE dengan

kelengkapan data yang sdr
6, lvlenerbitkan da menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pengesahan

Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah

Langsung (SP4HL) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk d@at diterbi&ar SP2D.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tarEgal I Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan

iniakan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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SALINAN Koputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di Bogor.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Asli kepuhEan ini disampaikan kepada PNS yarg bersangkutan.


